



A. Tinjauan Penelitian Terdahulu
Penelitan tentang pajak efektif atau Effective Tax pada suatu perusahaan 
telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Pada penelitian tersebut 
menjelaskan bahwa karakteristik perusahaan mempengaruhi pajak efektif. 
Berikut ini adalah beberapa hasil dari penelitan mengenai pajak efektif. 
Richarson dan Lanis (2007) meneliti tingkat efektifitas pajak 
perusahaan-perusahaan di Australia. Variabel independen yang digunakan 
untuk mengukur faktor-faktor yang mempengaruhi Effective Tax adalah 
ukuran perusahaan, struktur permodalan, capital intensity, inventory intensity, 
dan Research and Developemt (R&D) intensity. Dari hasil penelitian 
menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, struktur permodalan, capital intensity 
dan R&D intensity mempunyai pengaruh negatif terhadap Effective Tax. 
Sedangkan inventory intensity mempunyai pengaruh negatif terhadap Effective 
Tax. 
Delgado, et.al. (2012) meneliti tingkat efektifitas pajak perusahaan-
perusahaan di Amerka Serikat. Variabel independen yang digunakan untuk 
mengukur faktor-faktor yang mempengaruhi Effective Tax adalah ukuran 
perusahaan, leverage, capital intensity, inventory intensity, dan Return on 
Asset (ROA). Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa inventory instensity 





Sedangkan ukuran perusahaan, leverage, dan capital intensity mempunyai 
pengaruh berbanding terbalik. 
Mladineo dan Šušak (2016) meneliti tingkat efektifitas pajak 
perusahaan-perusahaan di Kroasia dan Slovenia. Variabel independen yang 
digunakan untuk mengukur faktor-faktor yang mempengaruhi Effective Tax 
adalah ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, dan capital instensity. Dari 
hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas dan levarege memiliki 
pengaruh postif yang signifikan terhadap Effective Tax. Sedangakan capital 
intensity dan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 
Effective Tax. 
Adapun relevansi penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu 
adalah penelitian ini untuk variabel bebas tidak menggunakan ratio dimana 
penelitian ini menggunakan variabel penjelas yaitu profit, total aset dan total 
hutang sebagai variabel independen sedangkan Effective Tax sebagai variabel 
dependen. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu 
digunakannya sampel perusahaan infrastruktur serta tahun yang lebih baru 
dibandingkan penelitian terdahulu. 
B. Landasan Teori 
1. Effective Tax 
Effective Tax atau pajak efektif dapat dihitung berdasarkan beban pajak 
penghasilan dibagi dengan laba bersih sebelum pajak (Halperin dan 
Sansing, 2005). Semakin kecil nilai Effective Tax sebuah perusahaan maka 





ini berarti perusahaan telah mampu merencanakan pembayaran beban 
pajaknya. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan cukup efekftif untuk 
menekan jumlah beban pajak yang harus dibayar. 
Menurut Richardson dan Lanis (2007) pajak efektif adalah 
perbandingan antara pajak riil yang kita bayar dengan laba komersial 
sebelum pajak. Pajak efektif digunakan untuk mengukur dampak 
perubahan kebijakan perpajakan atas beban pajak perusahaan. Dengan 
menggunakan pajak efektif bisa mengetahui seberapa besar perusahaan 
sebenarnya membayar pajak terhadap laba komersial yang diperoleh 
perusahaan. 
Menurut Haryadi (2012) pajak efektif perusahaan merupakan ukuran 
penting dari beban pajak bagi para pembuat kebijakan untuk jenis usaha 
tertentu dan dalam pemberian intensif kepada wajib pajak. Dari pajak 
efektif ini juga bermanfaat bagi perusahaan untuk mengetahui sejauh mana 
perusahaan tersebut dalam memanajemen sistem perpajakan yang berlaku, 
karena apabila perusahaan memiliki pajak efektif yang lebih tinggi dari 
yang ditetapkan maka perusahaan kurang maksimal dalam 
memaksimalkan intensif-intensif perpajakan yang ada maka dapat 
memperkecil pembayaran pajak dari laba komersial. 
2. Teori Penghasilan 
Menurut Undang-Undang pajak penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 
memberikan pengertian penghasilan bahwa setiap tambahan kemampuan 





Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipergunakan untuk 
dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang 
bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. 
3. Wajib Pajak Badan 
Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak 
penghasilan, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan wajib pajak badan 
yaitu memenuhi kriteria berikut ini: 
1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan; 
2. Pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD; 
3. Penerimannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau 
Pemerintah Daerah; dan 
4. Pembentukannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. 
Pajak penghasilan badan (PPh Badan) merupakan suatu pajak 
penghasilan yang terutang oleh badan, yang diperoleh dari pengenaan 
tarif pajak atas laba kena pajak suatu badan dan wajib disetor kepada 
negara pada periode waktu yang telah ditentukan sebagai wujud 
kewajiban suatu wajib pajak. Penghasilan kena pajak (PKP) bagi wajib 
pajak badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dihitung dengan 
menggunakan norma perhitungan penghasilan neto untuk menentukan 
penghasilan neto badan. 
Pajak penghasilan didefinisikan sebagai suatu pajak yang dikenakan 





dalam tahun pajak. Salah satu subjek pajak adalah beban, terdiri dari 
Perseroan Terbatas, Perseroan komanditer, Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam 
bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, 
yayasan atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun dan bentuk badan 
usaha lainnya. Dengan demikian, pajak penghasilan badan dikenakan 
terhadap salah satu bentuk usaha tersebut, atas penghasilan yang diterima 
atau diperoleh dalam satu tahun pajak (Soebakir, dkk, 1999). 
4. Tarif Pajak 
Menurut Suparmono (2010) menyatakan bahwa tarif pajak digunakan 
dalam perhitungan besarnya pajak terutang. Dengan kata lain, tarif pajak 
merupakan tarif yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang 
harus dibayar. 
Menurut PPh Pasal 25/29 besarnya tarif pajak penghasilan badan usaha 
ada beberapa jenis, tarif tersebut dikategorikan sesuai dengan jumlah 
pendapatan yang diperoleh badan usaha tersebut dalam satu tahun pajak. 
Menurut Pasal 17 ayat 1 b tarif wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk 
usaha tetap adalah sebagai berikut: 
Tabel 2.1 Peraturan Pajak           
Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 
Sampai dengan Rp 50.000.000.000 10%  
Diatas Rp 50.000.000 s.d Rp 100.000.000  15% 
Diatas Rp 100.000.000  30%  





5. Pajak Penghasilan Pasal 23 
Penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan pasal 23 (selanjutnya 
disebut objek pajak penghasilan pasal 23) sesuai dengan pasal 23 UU 
No.36 Tahun 2008, yaitu: 
1. Dividen; 
2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan 
jaminan pengembalian utang; 
3. Royalti; 
4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong 
Pajak Penghasilan yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh 
Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi yang berasal dari 
penyelenggara kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan suatu 
kegiatan. Perbedaan penghasilan berupa hadiah dan penghargaan yang 
dipotong PPh pasal 21 dengan yang dipotong PPh pasal 23 adalah 
untuk PPh pasal 23, Wajib Pajaknya bisa Wajib Pajak dalam negeri 
orang pribadi maupun Wajib Pajak dalam negeri badan, tetapi untuk 
PPh pasal 21 Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak dalam negeri orang 
pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huru e UU 
PPh; 
5. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, 
kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan 
harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud 





6. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa 
kontruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong 
Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 UU PPh. 
Beberapa jenis penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan 
pajak penghasilan pasal 23 (bukan objek pajak penghasilan pasal 23) 
sesuai dengan pasal 23 ayat (4) UU No.36 Tahun 2008 yaitu: 
1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank; 
2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa 
guna usaha dengan hak opsi; 
3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan 
terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, dan badan 
usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyerahan 
modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan 
di Indonesia dengan syarat dividen berasal dari cadangan laba yang 
ditahan dan bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara, dan 
badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan 
saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% 
dari jumlah modal yang disetor; 
4. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan 
komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, 
persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang 





5. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada 
anggotanya; 
6. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas 
jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau 
pembiayaan. Badan usaha yang dimaksud adalah perusahaan 
pembiyaan yang telah mendapat ijin Menteri Keuangan 
6. Tarif dan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 
Tarif pajak dan dasar pemotongan pasal 23 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 36 Tahun 2008 menerapkan tarif sebagai berikut: 
1. Sebesar 15% dari jumlah bruto atas: 
a) Dividen; 
b) Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan sehubungan 
dengan jaminan pengembalian utang; 
c) Royalti; 
d) Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah 
dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 
ayat (1) huruf e. 
2. Sebesar 2% dari jumlah bruto atas: 
a) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, 
kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan 
harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud 





b) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa 
konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah 
dipotong Pajak Penghasilan. 
7. Beban Pajak 
Menurut PSAK 46/IAS 12 beban pajak (penghasilan pajak) adalah 
jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan 
dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Beban pajak (penghasilan 
pajak) terdiri dari beban pajak kini (penghasilan pajak kini) dan beban 
pajak tangguhan (penghasilan pajak tangguhan). Beban pajak kini adalah 
jumlah beban pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, jumlah beban 
pajak ini harus dihitung sendiri oleh wajib pajak berdasarkan penghasilan 
kena pajak dikaitkan dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT). 
Menurut Harmanto dan Budiman (2013) beban pajak tangguhan adalah 
beban yang timbul akibat perbedaan antara laba dalam laporan keuangan 
untuk pihak eksternal dengan laba yang digunakan sebagai dasar 
perhitungan pajak. Pajak tangguhan terjadi akibat perbedaan antara PPh 
Terutang (pajak penghasilan yang dihitung berbasis pada penghasilan kena 
pajak yang sesungguhnya dibayar kepada pemerintah) dengan beban pajak 
penghasilan yang dihitung berbasis penghasilan sebelum pajak) Jayanto 
dan Kiswanto (2009). 
8. Pengertian Aset 
Dalam PSAK No 16 Revisi Tahun 2011 disebutkan bahwa aset 





baik berwujud maupun tidak berwujud yang berharga atau bernilai yang 
akan mendatangkan manfaat bagi seseorang atau perusahaan tersebut. 
Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi 
dari aset tersebut memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak 
langsung, arus kas dan setara kas kepada perusahaan. 
Ada beberapa definisi yang menjelaskan tentang aset. Dalam 
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku di 
Indonesia disebutkan bahwa aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh 
perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan 
menghasilkan manfaat ekonomis di masa depan bagi perusahaan.  
9. Struktur Aset 
Menurut Brigham dan ouston (2011) perusahaan yang aktivanya sesuai 
untuk dijadikan jaminan kredit akan lebih banyak menggunakan hutang 
karena investor akan memberikan pinjaman karena memiliki jaminan. 
Struktur aset perusahaan memiliki pengaruh terhadap kebijakan hutang 
terutama bagi perusahaan yang memiliki aktiva tetap besar, karena aktiva 
tetap dapat digunakan sebagai jaminan hutang.  
Struktur aset menggambarkan kekayaan perusahaan yang dapat 
dijadikan jaminan dalam memperoleh hutang. Perusahaan yang memiliki 
struktur aktiva besar akan lebih mudah untuk mendapatkan hutang 





10. Teori Agresivitas Pajak 
Lanis dan Richarson (2013) agresivitas pajak adalah strategi 
perusahaan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Hlaing (2012) 
mendefinisikan agresivitas pajak sebagai kegiatan perencanaan pajak 
semua perusahaan yang terlibat dalam usaha mengurangi tingkat pajak 
yang efektif. 
Lanis dan Richardson (2013) jenis umum transaksi agresivitas pajak 
yaitu penggunaan berlebihan atas utang perusahaan untuk meminimalisir 
penghasilan kena pajak dengan mengklaim berlebihan pengurangan pajak 
untuk beban bunga, penggunaan berlebihan atas kerugian pajak. Transaksi 
mayoritas yang sering dilakukan dalam agresivitas pajak adalah secara 
efektif menambah pengurangan pajak (melalui bunga, kerugian pajak, dan 
biaya R&D) yang dapat digunakan perusahaan untuk mengimbangi 
penilaian pendapatan, sehingga mengurangi pajak penghasilan dan jumlah 
pajak terhutang perusahaan. 
Dapat disimpulkan bahwa agresivitas pajak merupakan bagian dari 
manajemen pajak dalam hal perencanaan pajak. Dimana jika dikaitkan 
dengan penghindaran atau penggelapan pajak, perencanaan agresivitas 
pajak lebih mengarah pada penghindaran pajak yang termasuk dalam 
tindakan legal dalam upaya untuk mengurangi pajak yang harus 
dibayarkan perusahaan. Namun terdapat pembeda antara penghindaran 
pajak dan agresivitas pajak yaitu dalam kegiatan agresivitas pajak kegitan 





11. Penghindaran Pajak 
Penghindaran pajak atau perlawanan terhadap pajak adalah hambatan-
hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak, sehingga mengakibatkan 
berkurangnya penerimaan kas Negara. Menurut Hutagaol (2007) Tax 
Advodiance adalah cara untuk menghindari pembayaran pajak secara legal 
yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak 
terutangnya tanpa melanggar peraturan perpajakan atau dengan istilah 
mencari kelemahan peraturan. 
Ernest (1958) menyatakan bahwa penyelundupan pajak adalah usaha 
yang tidak dapat dibenarkan berkenaan dengan kegiatan wajib pajak untuk 
lari atau menghindar dari pengenaan pajak. Pengenaan pajak berkenaan 
dengan pengaturan sesuatu peristiwa sedemikian rupa untuk 
meminimumkan atau menghilangkan beban pajak dengan memperhatikan 
ada atau tidaknya akibat-akibat pajak yang ditimbulkan, oleh karena itu 
penghindaran pajak tidak merupakan pelanggaran atas perundang-undang 
perpajakan atau secara etik tidak dianggap salah dalam rangka usaha wajib 
pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimkan atau meringankan 
beban pajak dengan cara-cara yang dimungkinkan oleh undang-undang 
pajak. 
C. Hubungan Variabel Independen dengan Variabel Dependen   
1. Hubungan Profit dengan Effective Tax  
Profit merupakan suatu indikator kinerja manajemen dalam mengelola 





dihasilkan. Profit menunjukkan kemampuan dari modal yang 
diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan laba atau 
keuntungan. Profit merupakan faktor yang perlu dipertimbangkan dalam 
menentukan struktur modal perusahaan, hal ini dikarenakan perusahaan 
yang memiliki profit yang tinggi maka akan membayar beban pajak yang 
tinggi demikian pula sebaliknya. Sehingga kemampuan perusahaan untuk 
menghasilkan keuntungan dapat mempengaruhi tingkat Effective Tax.   
Menurut Rodiguez dan Arias (2012) profitabilitas dapat 
mempengaruhi beban pajak, karena perusahaan yang memiliki tingkat laba 
yang tinggi akan membayar pajak yang besar. Begitu pula sebaliknya, 
perusahaan yang memiiki tingkat keuntungan rendah atau bahkan 
mengalami kerugian akan membayar pajak lebih sedikit atau tidak 
membayar pajak sama sekali. 
2. Hubungan Total Aset dengan Effective Tax 
Total aset dapat diartikan sebagai aktivitas investasi yang dilakukan 
perusahaan dalam bentuk aset tetap. Apabila perusahaan tersebut besar 
maka total aset yang dimiliki juga besar. Total aset akan mempengaruhi 
biaya penyusutan. Biaya penyusutan dari aset tetap dapat menjadi 
pengurang untuk menghitung besarnya pajak.  
Semakin besar jumlah aset tetap yang dimiliki perusahaan maka 
semakin besar pula biaya penyusutannya, sehingga dapat mengakibatkan 





3. Hubungan Total Hutang dengan Effective Tax 
Salah satu kebijakan pendanaan adalah dengan hutang. Hutang 
merupakan salah satu sumber pendanaan eksternal yang digunakan oleh 
perusahaan untuk mendanai kegiatan perusahaan. Perusahaan yang 
menggunakan hutang pada komposisi pembiayaan, maka akan ada beban 
bunga yang harus dibayar. Semakin tinggi hutang maka semakin tinggi 
pula biaya bunga yang timbul dari hutang tersebut.  
Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh 
berkurangnya beban pajak perusahaan. Semakin tinggi nilai hutang 
perusahaan maka nilai Effective Tax perusahaan akan semakin rendah 
(Richardson dan Lanis, 2007). 
D. Kerangka Pemikiran 
Berdasarkan teori yang telah dipaparkan sebelumnya, kerangka 
pemikiran pada penelitian ini dapat digambarkan pada Gambar 2.1 sebagai 
berikut: 
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 
 
Dari kerangka pemikiran diatas dapat dilihat bahwa Profit 
berpengaruh terhadap Effective Tax, semakin tinggi profit yang diperoleh 
semakin tinggi pula Effective Tax perusahaan dan sebaliknya (Rodiguez 
Effective Tax (Y) 
Profit (X1) 
Total Aset (X2) 





dan Arias, 2012). Total Aset berpengaruh terhadap Effective Tax, semakin 
tinggi aset yang dimiliki perusahaan semakin tinggi pula biaya penyusutan 
akan menyebabkan berkurangnya Effective Tax (Leauby et al, 1996). Total 
Hutang berpengaruh terhadap Effective Tax, semakin tinggi nilai hutang 
perusahaan maka nilai Effective Tax perusahaan akan semakin rendah 
(Richardson dan Lanis, 2007). 
E. Pengembangan Hipotesis 
Hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 
H1 = Diduga Profit berpengaruh terhadap Effective Tax 
H2 = Diduga Total Aset berpengaruh terhadap Effective Tax 
H3 =   Diduga Total Hutang berpengaruh terhadap  Effective Tax 
